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	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2017/2018

	FAKULTAS HUKUM

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL

	

	Mata Kuliah
	:
	HUKUM PERTAMBANGAN
	Kode MK
	:
	MKP 906

	Mata Kuliah Prasyarat
	:
	---
	Bobot MK
	:
	2 sks

	Dosen Pengampu
	:
	DHONI YUSRA, SH, MH
	Kode Dosen
	:
	5496

	Alokasi Waktu
	:
	Tatap muka 14 x 150 menit, tidak ada praktik

	Capaian Pembelajaran
	:
	Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan ilmu bagi peserta pembelajaran mengenai aspek hukum pengelolaan sumber daya tambang dan sumber daya hutan mencakup materi: pengertian dan asas-asas hukum pertambangan, sejarah dan politik hukum pertambangan, konsep hak menguasai Negara serta masalah dan penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya tambang dan sumber daya hutan

	
	
	

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	1
	a. Mahasiswa mampu mengerti Pengenalan tujuan, maksud dan metode perkuliahan
b.   Ruang lingkup perkuliahan
	1. Urgensi Hukum Pertambangan;
2. Penjelasan Silabi dan SAP
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
	1. H. Salim HS, SH, MS ”Hukum Pertambangan di Indonesia
2. DR. Salim HS, SH, MS, ”Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”.
3. Adrian Sutedi, SH, MH, ”Hukum Pertambangan”
4. DR. Nanik Trihastuti, SH, M. Hum ”Hukum Kontrak Karya” 
5. Nandang Sudrajat, ”Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”
6. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
	1. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya hukum pertambangan;
2. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran Hukum Kehutanan dan Pertambangan 

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	2


	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian dan asas-asas hukum pertambangan 
	1. Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan;
2. Objek dan ruang lingkup kajian hukum pertambangan;

	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
	1. H. Salim HS, SH, MS ”Hukum Pertambangan di Indonesia

2. DR. Salim HS, SH, MS, ”Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”.
3. Adrian Sutedi, SH, MH, ”Hukum Pertambangan”
4. DR. Nanik Trihastuti, SH, M. Hum ”Hukum Kontrak Karya” 
5. Nandang Sudrajat, ”Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”
6. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
	1. Mahasiswa dapat menjelaskan Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan;
2. Mahasiswa dapat menjelaskan asas-asas hukum pertambangan dan hubungan antara hukum pertambangan dan hukum kehutanan

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	3


	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian dan asas-asas hukum pertambangan 
	1. Sumber-sumber hukum pertambangan;
2. Hubungan antara hukum pertambangan dengan hukum kehutanan
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
	1. H. Salim HS, SH, MS ”Hukum Pertambangan di Indonesia

2. DR. Salim HS, SH, MS, ”Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”.
3. Adrian Sutedi, SH, MH, ”Hukum Pertambangan”
4. DR. Nanik Trihastuti, SH, M. Hum ”Hukum Kontrak Karya” 
5. Nandang Sudrajat, ”Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”
6. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
	1. Mahasiswa dapat menjelaskan Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan;
2. Mahasiswa dapat menjelaskan asas-asas hokum pertambangan dan hubungan antara hukum pertambangan dan hukum kehutanan

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	4

	Mahasiswa mampu memahami sejarah dan politik hukum pengelolaan pertambangan dalam pembangunan nasional
	1. Sejarah dan Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Pada Zaman Belanda;
2. Sejarah dan Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Pada Zaman Jepang;
3. Sejarah dan Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Pada Era Orde Lama;
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
	1. H. Salim HS, SH, MS ”Hukum Pertambangan di Indonesia

2. DR. Salim HS, SH, MS, ”Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”.
3. Adrian Sutedi, SH, MH, ”Hukum Pertambangan”
4. DR. Nanik Trihastuti, SH, M. Hum ”Hukum Kontrak Karya” 
5. Nandang Sudrajat, ”Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”
6. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
	Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah dan politik hukum pengelolaan pertambangan dalam pembangunan nasional

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	5


	Mahasiswa mampu memahami sejarah dan politik hukum pengelolaan pertambangan dalam pembangunan nasional
	1. Sejarah dan Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Pada Era Orde Baru;
2. Sejarah dan Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Pada Era Reformasi;
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
	1. H. Salim HS, SH, MS ”Hukum Pertambangan di Indonesia

2. DR. Salim HS, SH, MS, ”Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”.
3. Adrian Sutedi, SH, MH, ”Hukum Pertambangan”
4. DR. Nanik Trihastuti, SH, M. Hum ”Hukum Kontrak Karya” 
5. Nandang Sudrajat, ”Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”
6. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
	Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah dan politik hukum pengelolaan pertambangan dalam pembangunan nasional

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	6


	Mahasiswa mampu memahami dasar konseptual penguasaan negara atas pertambangan
	1. Dasar Konseptual atau Teoritis Penguasaan Negara;
 
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
	1. H. Salim HS, SH, MS ”Hukum Pertambangan di Indonesia

2. DR. Salim HS, SH, MS, ”Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”.
3. Adrian Sutedi, SH, MH, ”Hukum Pertambangan”
4. DR. Nanik Trihastuti, SH, M. Hum ”Hukum Kontrak Karya” 
5. Nandang Sudrajat, ”Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”
6. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
	Mahasiswa dapat menjelaskan dasar konseptual dan konstitusional penguasaan negara atas pertambangan

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	7
	(terusan)Mahasiswa mampu memahami dasar konseptual dan konstitusional penguasaan negara atas pertambangan
	1. Dasar Konstitusional Penguasaan Negara;
2. Landasan Pemikiran Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.,  
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
	1. H. Salim HS, SH, MS ”Hukum Pertambangan di Indonesia

2. DR. Salim HS, SH, MS, ”Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”.
3. Adrian Sutedi, SH, MH, ”Hukum Pertambangan”
4. DR. Nanik Trihastuti, SH, M. Hum ”Hukum Kontrak Karya” 
5. Nandang Sudrajat, ”Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”
6. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
	Mahasiswa dapat menjelaskan dasar konseptual dan konstitusional penguasaan negara atas pertambangan

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	8
	Mahasiswa dapat menjelaskan wilayah hukum pertambangan dan kuasa pertambangan.
	1. Wilayah Hukum Pertambangan;
2. Jenis-jenis Kuasa Pertambangan;

	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
	1. H. Salim HS, SH, MS ”Hukum Pertambangan di Indonesia

2. DR. Salim HS, SH, MS, ”Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”.
3. Adrian Sutedi, SH, MH, ”Hukum Pertambangan”
4. DR. Nanik Trihastuti, SH, M. Hum ”Hukum Kontrak Karya” 
5. Nandang Sudrajat, ”Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”
6. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara


	Menjelaskan dan Mahasiswa dapat memahami  tentang wilayah hukum pertambangan dan kuasa pertambangan

	9


	Mahasiswa dapat menjelaskan wilayah hukum pertambangan dan kuasa pertambangan.
	1. Hak dan Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan;
2. Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Pertambangan.
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
	1. H. Salim HS, SH, MS ”Hukum Pertambangan di Indonesia

2. DR. Salim HS, SH, MS, ”Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”.
3. Adrian Sutedi, SH, MH, ”Hukum Pertambangan”
4. DR. Nanik Trihastuti, SH, M. Hum ”Hukum Kontrak Karya” 
5. Nandang Sudrajat, ”Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”
6. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara


	Menjelaskan dan Mahasiswa dapat memahami  tentang wilayah hukum pertambangan dan kuasa pertambangan

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	10


	Mahasiswa dapat memahami masalah dan bentuk serta penyelesaian sengketa pertambangan.
	Beberapa masalah dalam pengusahaan pertambangan;

	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
	1. H. Salim HS, SH, MS ”Hukum Pertambangan di Indonesia

2. DR. Salim HS, SH, MS, ”Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”.
3. Adrian Sutedi, SH, MH, ”Hukum Pertambangan”
4. DR. Nanik Trihastuti, SH, M. Hum ”Hukum Kontrak Karya” 
5. Nandang Sudrajat, ”Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”
6. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
	Mahasiswa dapat menjelaskan masalah dan bentuk serta penyelesaian sengketa pertambangan

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	11
	Mahasiswa dapat memahami masalah dan bentuk serta penyelesaian sengketa pertambangan.
	1. Bentuk dan Penyelesaian Sengketa pertambangan
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 
	1. H. Salim HS, SH, MS ”Hukum Pertambangan di Indonesia

2. DR. Salim HS, SH, MS, ”Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”.
3. Adrian Sutedi, SH, MH, ”Hukum Pertambangan”
4. DR. Nanik Trihastuti, SH, M. Hum ”Hukum Kontrak Karya” 
5. Nandang Sudrajat, ”Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”
6. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
	Mahasiswa dapat menjelaskan masalah dan bentuk serta penyelesaian sengketa pertambangan

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	12


	Mahasiswa memahami korelasi hukum pertambangan dan hukum lingkungan, 
	1. Sinkronisasi Hukum tambang dan lingkungan
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 


	1. H. Salim HS, SH, MS ”Hukum Pertambangan di Indonesia

2. DR. Salim HS, SH, MS, ”Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”.
3. Adrian Sutedi, SH, MH, ”Hukum Pertambangan”
4. DR. Nanik Trihastuti, SH, M. Hum ”Hukum Kontrak Karya” 
5. Nandang Sudrajat, ”Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”
6. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
	Menjelaskan hubungan timbal balik hukum pertambangan dan lingkungan

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	13


	Mahasiswa mampu memahami korelasi hukum investasi dengan pertambangan
	Sinkronisasi hukum pertambangan dengan hukum investasi
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 


	1. H. Salim HS, SH, MS ”Hukum Pertambangan di Indonesia

2. DR. Salim HS, SH, MS, ”Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”.
3. Adrian Sutedi, SH, MH, ”Hukum Pertambangan”
4. DR. Nanik Trihastuti, SH, M. Hum ”Hukum Kontrak Karya” 
5. Nandang Sudrajat, ”Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”
6. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
	Menjelaskan invetasi dalam pertambangan serta konsekuensinya

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	14

	Mahasiswa mampu memahami korelasi hukum investasi dengan pertambangan
	Sinkronisasi hukum pertambangan dengan hukum investasi
	3. Metoda contextual instruction

4. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web 


	7. H. Salim HS, SH, MS ”Hukum Pertambangan di Indonesia

8. DR. Salim HS, SH, MS, ”Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara”.
9. Adrian Sutedi, SH, MH, ”Hukum Pertambangan”
10. DR. Nanik Trihastuti, SH, M. Hum ”Hukum Kontrak Karya” 
11. Nandang Sudrajat, ”Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum”
12. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
	Menjelaskan invetasi dalam pertambangan serta konsekuensinya


Komponen penilaian :
1. Kehadiran = 10 %

2. Tugas = 10 %

3. UTS = 35 %

4. UAS = 45 %

Jakarta,    4 September 2017
Mengetahui, 











Ketua Program Studi,






Dosen Pengampu
Nurhayani, SH. MH







Dhoni Yusra SH., MH,

EVALUASI PEMBELAJARAN
	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 
( A / A-)
	SEKOR  > 65
(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60
(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45
( E )
	BOBOT

	1
	Pretest test
	Tes lisan
	Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya hukum pertambangan dan menjelaskan ruang lingkup pembelajaran hukum pertambangan disertai contoh-contohnya penerapannya 


	Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya hukum pertambangan dan disertai contoh-contohnya penerapannya 


	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan hukum pidana 
	Mahasiswa mampu mengartikan hukum pidana
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	2


	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian dan asas-asas hukum pertambangan
	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian dan asas-asas hukum pertambangan
	Mahasiswa mampu memahami asas-asas hukum pertambangan 
	Mahasiswa kurang mampu menjelaskan pengertian dan asas-asas hukum pertambangan 
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	3
	progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian dan asas-asas hukum pertambangan
	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian dan asas-asas hukum pertambangan
	Mahasiswa mampu memahami asas-asas hukum pertambangan
	Mahasiswa kurang mampu menjelaskan pengertian dan asas-asas hukum pertambangan
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	4


	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa mampu memahami sejarah dan politik hukum pengelolaan pertambangan dalam pembangunan nasional
	Mahasiswa mampu memahami politik hukum pengelolaan pertambangan dalam pembangunan nasional
	Mahasiswa memahami sejarah pengelolaan pertambangan dalam pembangunan nasional
	Mahasiswa mengetahui sejarah pertambangan dalam pembangunan nasional
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	5
	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa mampu memahami sejarah dan politik hukum pengelolaan pertambangan dalam pembangunan nasional
	Mahasiswa mampu memahami politik hukum pengelolaan pertambangan dalam pembangunan nasional
	Mahasiswa memahami sejarah pengelolaan pertambangan dalam pembangunan nasional
	Mahasiswa mengetahui sejarah pertambangan dalam pembangunan nasional
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	6
	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa mampu memahami dasar konseptual penguasaan negara atas pertambangan
	Mahasiswa memahami konsep penguasaan negara atas pertambangan
	Mahasiswa mengerti dasar konseptual penguasaan negara atas pertambangan
	Mahasiswa cukup memahami dasar konseptual penguasaan negara atas pertambangan
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	7
	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa mampu memahami dasar konseptual dan konstitusional penguasaan negara atas pertambangan
	Mahasiswa mampu mengerti dasar konseptual dan konstitusional penguasaan negara atas pertambangan
	Mahasiswa memahami konsep penguasaan negara atas pertambangan
	Mahasiswa cukup mampu memahami dasar konsep penguasaan negara atas pertambangan
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	8


	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa dapat menjelaskan wilayah hukum pertambangan dan kuasa pertambangan.
	Mahasiswa mampu menjelaskan wilayah hukum pertambangan dan kuasa pertambangan.
	Mahasiswa cukup mampu menjelaskan wilayah hukum pertambangan dan kuasa pertambangan.
	Mahasiswa mampu menjelaskan WIUP.
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	9


	Progress test dan post test
	Tes lisan 
	Mahasiswa dapat menjelaskan wilayah hukum pertambangan dan kuasa pertambangan..
	Mahasiswa mampu menjelaskan wilayah hukum pertambangan dan kuasa pertambangan.
	Mahasiswa cukup mampu menjelaskan wilayah hukum pertambangan dan kuasa pertambangan..
	Mahasiswa mampu menjelaskan WIUP.
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	10


	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa dapat memahami masalah dan bentuk serta penyelesaian sengketa pertambangan.
	Mahasiswa cukup memahami masalah dan bentuk serta penyelesaian sengketa pertambangan.
	Mahasiswa dapat memahami masalah pertambangan.
	Mahasiswa cukup memahami sengketa pertambangan.
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	6 %

	11
	Progress test dan post test
	Tes lisan 
	Mahasiswa dapat memahami masalah dan bentuk serta penyelesaian sengketa pertambangan.
	Mahasiswa cukup memahami masalah dan bentuk serta penyelesaian sengketa pertambangan
	Mahasiswa dapat memahami masalah pertambangan
	Mahasiswa dapat memahami masalah dan bentuk serta penyelesaian sengketa pertambangan.
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	10 %

	12


	Progress test dan post test
	Tes lisan
	Mahasiswa memahami korelasi hukum pertambangan dan hukum lingkungan,
	Mahasiswa cukup memahami korelasi hukum pertambangan dan hukum lingkungan,
	Mahasiswa sedikit memahami korelasi hukum pertambangan dan hukum lingkungan,
	Mahasiswa kurang memahami korelasi hukum pertambangan dan hukum lingkungan,
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	10 %

	13


	Progress test dan post test 
	Tes Lisan


	Mahasiswa mampu memahami korelasi hukum investasi dengan pertambangan
	Mahasiswa memahami korelasi hukum investasi dengan pertambangan
	Mahasiswa cukup memahami korelasi hukum investasi dengan pertambangan
	Mahasiswa kurang mampu memahami korelasi hukum investasi dengan pertambangan
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	10 %

	14
	Progress test dan post test
	Tes Lisan


	Mahasiswa mampu memahami korelasi hukum investasi dengan pertambangan
	Mahasiswa memahami korelasi hukum investasi dengan pertambangan
	Mahasiswa cukup memahami korelasi hukum investasi dengan pertambangan
	Mahasiswa kurang mampu memahami korelasi hukum investasi dengan pertambangan
	Tidak mampu menguraikan (menjawab)
	10 %


Komponen penilaian :
1. Kehadiran = 10 %

2. Tugas = 10 %

3. UTS = 35 %

4. UAS = 45 %

Jakarta,    4 September 2017
Mengetahui, 











Ketua Program Studi,






Dosen Pengampu
Nurhayani, SH. MH







Dhoni Yusra SH., MH,
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